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BAB V 

 PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah 

diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Akibat hukum terhadap PPAT yang turut serta melakukan tindak pidana 

pemalsuan pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana 

pemalsuan terhadap Akta Autentik dengan ancaman pidana paling lama 8 

(delapan) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, Akta Jual Beli yang 

dibuat oleh Terdakwa 1 Notaris FA, SH.Mkn dan Terdakwa 2 Notaris IR, 

SH yang isinya bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan 

prosedur pembuatan, dan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, telah 

dengan sengaja turut melakukan, dengan menempatkan, mentransfer, 

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, uang hasil tindak pidana. 

Sehingga perbuatan para terdakwa adalah Tindak Pidana Penyertaan 

sebagaiaman diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

2. Implikasi hukum terhadap akta jual beli yang memuat keterangan palsu               

pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, akta yang telah dibuat terdapat unsur mengenai 

perbuatan melawan hukum hal ini didasari pada pemalsuan akta jual beli 

yang dilakukan oleh oleh terdakwa 1. FA, SH.Mkn dan terdakwa 2. IR, SH 

yang telah dengan sengaja dan sadar mencantumkan keterangan yang 

berbeda dengan keadaan sesungguhnya, akta tersebut tidak sah. Akta jual 

beli tersebut statusnya adalah batal demi hukum yang artinya akta tersebut 

dianggap tidak pernah ada. Adapun yang menyebabkan batal demi hukum 

adalah karena bertentangan dengan kenyataan sehingga melanggar syarat 
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objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan para 

terdakwa telah memalsukan akta jual beli. 

 

B. Saran 

Beradasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka 

penulis menyarankan sebagai berikut: 

Notaris dan PPAT harus memahami, mengerti dan mentaati peraturan 

perundang-undangan dan kode etik yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan 

Notaris maupun PPAT, agar tidak berdampak buruk yang merugikan para 

pihak-pihak tertentu maupun pada terhadap diri Notaris dan PPAT. 
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